
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 

NOMOR 2 TAHUN 1998 	 ·~ . ,. TENTANG 


PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 


OENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


r. RlJPATT KEPAtA OAERAH KAAUPATEN TTNGKAT TI SIDOARJQ 

Menimb-"'tnQ- : a. 	bahwa deng~n telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 ~entang Pajak Dae~ah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang 
Pajak Dae ra h dan Retribusi Daerah harus segera 
dis~suaikan materinya ; 

b. ~hwa Peraturan 	Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo Nomor . 10 Tahun 1989 tentang Pajak 


r 
PP.mba,ngunan I pP.rlu disesuai.kan ~ 


0	 . 
c. 	bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana 

di maksud huruf b, perltJ untuk menyusun dan 
menetapkan kembal"i. PP.ra t.uran Daerah Kabupaten 
Oaerah Tingkat IT Sidoarjo tentang Pajak Hotel dan 
Res~oran yang di~etapkan dalam Pe~aturan Daerah. 

Mengingat : 1. 	Undang-undang Nomor 12 Tahun 19~0 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Proinsi Jawa Timur·juncto Undang~undang Nomor 2 
Tahun 1965 t.entang Perubahan Batas Wilayah ·. 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II · 
Surahaya ; 

0 

' 2- lJndang-unciang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­
Pokok Pemerintahan Oi Oaerah (Lembaran Negara 
Tahun · 1974 Nomor 3R, Tambahan Lemba·ran Negara 
Nomor 3037) 

3. 	llndang-undang Nomor 17 Tahu!" 1997 tentarlg Badan 
PP.nyele~aian SengkP.ta Pajak (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 40, Tamhahan Lembaran Negara· Nomor 
~684) ; 

4. 	 llndang-unciang Nomor lA Tahun t 9.97 tentang Pajak 
O;:u~rah dan Retr:i busi Oaerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor ·41, Tamba han Lemba ran Negara j'llomor 
~6R5) ; 

5. 	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Neg-"'lra Tahun 1997 Nomor 42 ~ Tambahan · Lemba,ran 
N_ega r a Noma r ~686) ; 

6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
54) ; 

.·:~ 
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7. 	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Q Tahun 
1997 tentang pedoman Administrasi Pemu'hgutan Pajak 
Daerah ; 

8. 	KP.putusan Menteri Dalam .Negeri Nomor 173 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di 
Ridang Pajak Daerah ; 

Dengan per~etujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Daerah 
Tingkat IT Sidoarjo. 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KARlJPATEN DAERAH 
TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN. 

TTNGKAT II StDOARJO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
'· 

Oalam Perat~ran Daerah i ni yang dimaksud dengan : 

a_ 	naerah · adalah Kabupaten Oaerah Tingkat II 
• • • J>

Stdoar"JO ; 
b. 	 PP.merintah Daerah adalah Pemerj.ntah Kabupaten 

Daerah Tingkat IT Sidoarjri 
c_ 	 Kepala Oaerah adalah Bupati Kepala Daerah ­

Tingkat II Sidoarjo ; 
d. 	Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 
e. 	Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi 

_orang untuk dapat mengi nap/isti rat)at. memperoleh 
pelayanan, dah/atau fasilitas lainnya dengan 

"\l 	 dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang . 
menyatu, dike161a dan dimiliki oleh pihak sama, 
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ; 

f_ RP.storan atau rumah makan adalah tempat . .menyantap. 
makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan 
dipungut bayaran, tidak -termasuk usaha jasa boga 
atau kat.ering ; 

g. 	Pajak hotel dan restoran adalah · pajak yang 
di pungut atas pel ayanan hotel dan rest_oran ; 

h. 	-Surat Pemberi tahuan Pajak Oaerah yang dapat
I 

disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh 
waji.b pajak untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran hotel dan restoran yang terutaQ~ 

menurut peraturan pp,rundang-undangan perpajakan ; 
·•

i _ 	Surat Ket.etapan pajak Oaerah yang dapat disi.ngkat 
SKPO adalah surat keputusan yang menentukan besar­
nya jumlah pajak yang terutang 

l · 
_I . ­



j. 	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kur~ng Bayar yang 
dapat disingkat SKPDKB. adalah .surat keputusan

' ' yang menentukan 'besarnya jumlah pajak yang 
terutang, . jumlah kredit pajak, jumlah · kekurangan 
pemhayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminis­
trasf. dan jum1ah yang masi h harus dibayar ; 

k . 	 Surat · Ketetapan Pajak Daerah Kuraryg · Bayar 
Tam~han yang dapat disingkat SKPDKST adalah surat 
keputusan yang menent ukan tambahan atas jumlah 
pajak yang ditetapkan ; 

1 _ Surat Ketetapan Pajak ·Daerah Lebi h Bayar, . yang 
dapat disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang 
mem=mtu~an \ jumlah kelebiha.n pembayaran . pajak 
karena j uml ah k redi t pajak leb~ h besa'r dari pajak 
yang t~rutang atau tidak seharusnya terutang ; 

m. 	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang 
I _. 	 . dapat disingkat SKPON , ada lah surat keputusan yang 

menentukan jumlah pajak ya~g t.erut.a Mg sama . besar~ ·0 
,. 	 nya dengan kredi t pajak, . a tau pajak tidak tsrutang 

dan tjdak ada kredit paj"ak ; 
n. 	 Surat Tagi han Pajak Da erah yang · dapat disingkat 

STPO .adalah surat untuk melakukan · tagihan · Pajak 
atau sanksi admiliistrasi berupa bunga dan atau 
denda. ~ 

· BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

0 

. (1) Dengan nama pajak Hotel dan ~estoran dipungut 
Pajak atas setiap pelayanah di hotel dan 
restoran ; 

(2) 	Ohyek pajak adalah ~ setiap pelayanan • yang 
disediakan . dengan pembayaran di hotel dan 
r _est.oran, termasuk : 
a. 	Fasilitas pP.nginapari atau fasil ·itas tinggal 

jangk·a pendek, antara lain : gubuk pariwisata 
(cottage) > mot.el, ...is'!:'a pariwisata, pesanggra­
han (hostel), losmen, dan rum~h ~sngi hapan 

). ' . . 

termasuk rumah kos dengan jumlah k~mar 15 atau 
lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah 
penginapan 

b. 	 Pelayanan penunjang antara lain telepon,
' · faximil, telex , foto copy~ pelayanan cuci, 

setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang 
disediakan atau dikelola hotel ; 

·' 

·.. 
. ... . 
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c. 	Fasilitas olah raga dan hibura~~ ~ntara lain 
Pusat Kebugaran (fitnes center), kolam ren~ng, 
tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang 
disediakan atau ~ikelola hotel 

I .d. 	Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan .r· aca.ra · 
atau pertemuan di hotel ; 

e. 	Penjuaian makanan dan atau minuman di · tempat 
yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. 

- ' { 

Pasal 3 

Tid.~k termasuk dari Obyek Pajak adalah 
a. 	Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau 

fasilitas tempat tingga1 lainya yang tidak menyatu 
dengan l')otel ; 

b. Asrama dan pondok Pf'Santren ; 
c. 	Fasilitas olah raga dan hiburan yang .d i sediakan di 

hotel yang di pergunakan oleh buka tl tamu hotel 
dengan pembayaran ; 

' \. 	 • 
d. 	Pertokoan, perkantor.3n, perbankan, salon yang 

dipakai oleh umum di hotel ; 
e. Pelayanan perja l an _ wisata yan~ diselenggarakan 

ol eh hotel dan dapat dimanfaatkan .oleh umtjm ; 
f _ Pelayanan usaha jasa · boga/kat.ering .; 
g. 	Pelayanan yang disediakan oleh ~esto~ran a·tii.'u rumah 

makan yang peredarannya tida·k melebi hi batas 
tertentu yang di tetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 4 

(1) 	Subyek Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang 

melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel dan/ 

atau restoran 


(2) 	Wajib Pajak adalah pengus'aha hotel dan/a tau 

restdran. 


BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK 
 ... 

Pasal 5 · 

Oasar pengenaan paja.k adalah jumlah 

pembayaran yang dilakukan kepada ·hotel dan atau 

restoran. 


· Pasal 6 

Tarip _pajak ditetapkan sebesar . 10 (sepuluh 

perseratus) _ 


-~ 

. ' I 

. . . I 

' ­
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BAR IV 

WTLAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA 


PENGHITUNGAN PAJAK 


Pasal 7 

(1) 	Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah 
tempat hotel dan· restoran be r loka s i ; 

(2) 	Besarnya pajak terutang dih i t ung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan· dengan tarip pajak. 

I 

BAR V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 


SURAT PEMBERIT~HUAN PAJAK DAERAH 

f 

0	 · Pasal 8 

Masa pajak ada1ah "jangka wak t u yang .l.amanya 1 . 

(sa t u) bulan takwim. • 

~;»~sal 9 

Pajak ' terutang da lam masa pajak pada saat 
pelayanan di hotel dan restora n · di pe r o l eh . 

• 

(1) 	SP.tiap wajib pajak wajib meng i si SPTPO ; 

(. 	

(2) SPTPD sebagaim~na dimaksud kan pada ayat (1) harus 
,.diisi dengan jelas, benar da n lengkap , 

(3) 	Rent.uk, isi dan tata cara pe ngisian SPTPD0 
ditetapkan oleh Kepala Oaerah. 

Pasal 10 

(l) , Setiap waqjib 	pajak mengisi SPTPD ; 

.. (?) 	SPTPO sebagaimana dimaksudkan pa~a ayat (1) harus 
di i si dP.ngan jP-las ,. benar da'n lenQkap ; . 

·. 	 \ 

(3) 	SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) ·harus 
disampaikan kepada Kepala Dae rah s elambat-lambat­
nya 15 (1 ima bel as) hari set e l a h be rakhi rnya masa 
paj~k ; 

(4) 	Bent.uk, isi dan tata c a ra pengisian SPTPD 
tditetapkan oleh Kepala Oaerah _ 

: --.~ ·. 

r 
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BAB VI 
TATA CARA PERHITUNGAN OAN · PENETAPAN PA~AK 

Pasal 11 

(1) 	Berdasarkan SPTPO sebagaiamna· dimaksud dal$m 
pasal 11 ayat (1), Kepala Oaerah menetapkan pajak 
terutang dengan menerbitkan SKPO 

(2) 	Apabi la SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak a tau kurang dibayar setelah lewat waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPO 
diterima, ditagih dengan menerbitkan STPO. 

Pasal 12 

0 (1) 	.,.ajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan 
menetapkan pajak sendiri yang terutang. 

(~) 	 Oalam ja~gka waktu 5 (lima) tahun ~esudah saat 
.· :_...! terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbit ­

kan ·= 
a. 	SKPDKB; 
b. 	SKPOKBT; 
c. 	SKPDN. 

(3) 	SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat . (2) huruf 
a diterbitkan : 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksa~ri a tau 

' . 0 keterangan lain pajak yang terhutang tidak 
atau kurana di.bayar, dikenakan sanksi admin­
istrasi berupa bunga sebesar . 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk janngka waktu paling 
lama 24 (dua puluh · empat) bulan dihitung 
sejak saat t.erutangnya pajak. 

b. 	
1
Apabi la SPTPO tidak disamppaikan dalam jangka 
waktu yang ditentukan dan te l ah · ditegur 
5ecara tertulis, dikenaka~ sanksi administr~­
si berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihi tung dari. pajak yang kurang a tau 
telambat dibayar untuk jangka w~ktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 

· sejak. saat terutan~nya pajak. 

r 

I. 	 ., 

·,. 

'. ,• · ..... 
. / -.· ...!._'~ 

.~. ,.. N, • 
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c. 	Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak 
dipenuhi, pajak - yang terutang dihitung secara 
jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari pokok pajak di tambah sankssi 
administrasi ·berupa bung sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
.,.aktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat tEjlrutangnya pajak. 

(4) 	SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru1' 
b di terbi tkan .apabi la di temukan data baru · a tau 
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlati pajak terutang, akan dikenakan 
sanksi adm.inistrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari . jumlah kekurangan

I 

pajak terutang.0 
I . 

(5) 	S,KPON sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru1' c 
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang 
~ama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(6) 	Apahila kewajiban membayar pajak terutang dalam 
SKPOKB dan SKPDKBT sehagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak 
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan, ditagih dngan menerbitkan STPD 

(7) 	Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana 
di.maksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila 

r ' Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum · dilakukan 
·~ 

tindakan pemeriksaan. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 

I 	 (1) Pembayaran Pajak dilakukan di. Kas . Daerah atau 

·..... 	 tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Oaerah 
sesuai lillaktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, 
~KPOKB, KPDKBT dan STPD. 

(2) Aphila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain 
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus 
disetor ke Kas Oaerah selambat-lambatnya 1 x 24 
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala 
Oaerah 
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{3) 	Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan · m~nggunakan 
SSPD. 

Pasal 14 

( tJ 	Pembayaran pajak harus di laku.kan sekal igus a tau 
lunas ; 

(2) 	Kepala Daerah dapat .memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak~ 
terutang dal9-m kurun · waktu terte~tu, setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan ; 

(3) 	Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), , harus dilakukan secara teratur 
dan berturut-turut dari jumlah. pajak yang belum ·.a·, 	 atau kurang dibayar ; 

., 

(4) 	Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak un t uk menunda pembayar~n pajak

•
sampai batas waktu yang ditentukan ; 

1 · 

(5) 	Persyaratan• untuk dapat mengangsur dan menunda 
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran 
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 15 

(1) 	Sf'\tiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud \ . 

. • ' dalam pasa~ 15 diberikan tanda bukti pembayaran 
~ dan dicatat dalam buku penerimaan.0 ·1· 

. . 

(2) 	Rentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pemba­
yaran dan buku pP.neimaan pajaak sebagaimana 
dimak~ud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala 
Oaerah. 

BAB VITI 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 


Pasal 16 


(1) 	Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

. pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) 
hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ; 

.. 


1 
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(2) . Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau $Urat 
lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi 
pajak yang terutang ; 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau su~at 
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 
dikeluarka·n oleh Pe;a'bat_ . 

. - --: :""• 

lain 
(1) . ' 

Pasal 17 

r-- . ­.... 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar 
tidak _. dilunasi · dalani jangka ;,;~aktu sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Tegyran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah 
pajak yang har~s dibayar ditagih dengan Surat 
Paksa· ; 

. (2) Pejabat 
lewat 21 

menerbitkan S~rat Paksa 
(dua puluh' satu) ·hari 

segera 
sejak 

setelah 
tanggal 

Surat Teguran atau Surat Peri.ngatan atau surat 
lain ~an~ sejenis_ 

4lasal 1R 

Apabila . pajak yang harus _dibayar tidak 
dilunasi dalam Jangka waktu 2 x. 24 jam sesudah 
t.angga1 pembe.ri tahuan Surat Paksa ~- Pejabat ·segera 
menerbi tka·n Surat Peri ntah Melaksanakan Penyi taan _ 

Pasal 19 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Paj~k 

belum juga . melunasi u_tang pajaknya, setelah l .ewat 10 
. - . . 

(sepuiuh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksan~kan Penyitaan, Pejabat mengaj'ukan

t • 

.permintaan ~n~tapan tanggal pelel~mgan kepada Kantor 
Lelang Negara _ 

Pasal 20 

· .... ' 

Setelah Kantor Lelang Nega.ra me~etapkan hari 
tangg~l, jam.. dan tempat pelaksaoaan lelang, Juru Sita 
memheritahukan dengan segera secara tertulis kepada 
Wajip Pajak _ 

' .. , 

\ . ·.,. 

• 
'· . 

1 - to ..... 

.. . . · 

Pasal 21 · 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang diperguna­
kan untuk pelak;5anaan penagihan pajak daerah ditetap­
kan oleh Kepala Daerah_ 
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BAB IX 


PENGURANGAN, KERINGANAN.DAN ) 

PEMBEBASAN PAJAK 


Pasal 22 


(1) 	Kepala Daerah OP-rdasarkan permohonan Wajib Pajak 
dapat memberikan pengurangan, kerin~anan dan 
pembebasan pajak ; 

(2) 	Tata cara pemberian pengurangan, ker~nganan dan 
~mbebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (tL 
ditetapka'i, oleh Kepala Daerah. 

. RfB X 
TATA CARA .PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

PFNGUP.ANGAN .KETETAPAN , DAN PENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKS! ADMTNTSTRASI 

~ .. 

Pas.al ?3 • 
(' 

(l ) · 	K.epala Daerah karena jabatan atau atas permohonan 
Wajib Pajak dapat : 
a . . · membetul kan SKPO a tau · SKPDKB a tau SKPDKBT a tau 

STPD yang dalam .penerbitannya terdapat 
k$salahan tulis, kesala~an hitung, dan atau 
kekel i ruan dalam _penerapan peraturan 
perundangaJ;l--undangan perpajakan daerah ; 

b. 	membatalka~ at u mengurangkan ketetapan pajak 
yang tidak benar ; 

c. 	mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan 
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan· karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
hu~an ka ,-ena kesal ahannya. 

(.2) 	Permohonan pembetul an, pembatalan, pengurangan 
ket.etappan dan pen~hapusan atau pengurangan 
sank'si administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
dan STPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak 
keP,Sda Kepala Daerah~ atau Pejabat selambat­

·' lambatnya 30 (tiga pul uh) hari sejak tanggal 
diterima SKPO, SKPOKR, SSKPDKBT atau STPD dengan 
men•berikan alasan yang jelas ; 

{3) 	Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak sura~ permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus 
memberikan keputusan ; 

-~·. ' 	 ' '· 
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(4) 	Apabila setelah leM~at M~aktu 3 (tiga) bulan 
.sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah 
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, 
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghaapusan atau pengurangan 
sanksi adminitasi dianggap dikabulkan. 

BAB 	 VITI
•K£BERATAN DAN BANDING 

Pasal 24 

(1) 	~ajib Pajak 9apat mengajukan keberatan hanya 
kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu : 
a. SKPO ; 

b. SKPOKB ; 
c. SKPOKBT ; 
d. SKPOLB . , 
e . SKPON. 

. (2) 	Permohonan ) keberatan sebagaimana dimaksud P3da 
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia paling lama 3 {tiga) bulan sejak 
tanggal SKPO, SKPOKB, SKPOKBT, SKPDLB dan SKPDN 
diterima oleh M~ajib pajak, kecuali apabila M~ajib 

• J 

"pajak dapat menunjukkan bahM~a jangka M~aktu itu.. 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya ; 

(3) 	Kepala Oaerah atau Pejabat dalam jangka M~aktu 

paling lama ·12 (dua bel as) bulan sejak tanggal 
surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud 

' pada ayat (2) _diterima, sudah · memberikan 
keputusari ; 

(4) 	Apabila setelah leM~at M~aktu 12 (dua belas) bul-an 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah 
atau Pejabat tidak member'ikan keputusan, 
permohonan keberatan dianggap dikabulkan ; 

j..S) 	 Pengajuan keberat.an sebaga·imana dimaksud pada · 
ayat (1) tidak menunda keM~ajiban membayar pajak. 

Pasal 25 

(1) 	~ajib pajak .dapat mengajukan banding kepada Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka M~aktu 3 
(tiga) bulan setelah diterimanya keputusan 
keberatan , 

'- 'I 
) . 
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(2) 	Pengajuan banding. sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) 	 tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 26 

.( Apabila pengajuan keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 atau b3rtding sebagaimana 

·, dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

BAR XII 
)PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 27 

(1) 	Waj'ib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengeiJlbalian kelebihan pembayaran paj ak · kepada 
Kepnla Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan 
menyebutkan sekurang-kurangnya 

- ~- Nama dan alamat Wajib Pajak ; ..
b. Masa PaJak ; 
c. Besarnya kelehihan pembayaran pajak 
d. Alasan yang jelas. 

(2) 	Kepala Daerah atau Pej~bat dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima­
nya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada· ayat ( 1) · harus 
membBrikan keputusan ; 

0 . 
\., 

(3) 	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilampaui, Kepala Oarerah atau Pejabat 
tidak memberikan keputusan, permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB Lharus diterbitkan dalam 
waktu pal i ·ng lama 1 (satu) bulan ; 

(4) 	Apabila Wajib Pajak mem'punyai utang pajak 
lainnya, ke.lebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) . langsung di perhi tungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
dimaksud ; 

(5) 	Pengembalian kelebihan pP.mbayaran pajak dilak­
ukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPOLB dengan menerbi~kan Surat 
Perintah Membay~r Kelebihan Pajak (SPMKP) ; 



' 

J 

I 
·! 

.. 

.· 
). (6) 	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak '1 

dilakukan setelahh le~at ~aktu 2 (dua) bulan 
sejak d.i terbi tka.nnya ,SKPO.L8, . K,epala Daerah atau ~ 

- p~jah~t·:~··~t:>e ~J-~~h~~x~~i.i)i:~,-.·~~~~~a · set;>esar .2% (dua 
persen)· sebulan atas keterlambatan - -pembayaran 
ke1Abihan pajak. 

Pasal 28 

Apabila kelebih~n pembayaran pajak 
rliperhitungkan .dengan utang pajak lainnya, 

., 
'~ ,..;,:. -.. .. . sebagaimana di~aksud dalam paal 28 ayat (4), 

pembayarannya dil ak.ukan dengan cara pemi.ndah bukuan ..,_ 
!' .~ . ~ ~- . dan 	bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai buktiI I 	 ' ·.•·,.''. 
\ , :. 

( 	 pembayaran. 

. BAR X 
. •.1Q . 	 KEDALUWARSA ' . 

~asal 2q 

. ,: _ .. (1) 	Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedalu~arsa 
'f" • • setelah melampaui jangka ~aktu 5 (lima) tahun 

terhi tung s'ejak saa.t t.A rutangnya pajak, kecuali 
.' ;! • 

'.-: .·.. . . apabila ~ajib pajak melakukan tindak pi dana 
dibidang perpajakan daerah ; 


(?.) Kedaluwarsa penagihan pajak sepagaimana dimaksud 


.. 	 pada ayat (1) tP.rtangguh apabila : 
a. 	Oiterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, 

a_tau, 
b. 	 Ada · pengakuan utang pajak dari. Waj'i b Pajak 

baik langsung maupun tidak langsung . .. . 
( i. .. ,.. ·~- . 

BAR XTV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30 

( 1) Waj i b Pajak . yang kan:~na keal paannya tidak 
menyampaikan SP.TPO atao mengisj qenga n t i'dak 
benar atau tidak lengkap atau .melampirkan 
ket.era!'gan yang tidak benar . sehingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana.·. ' \-~~ :- • ';-,J. . ,· 	 kurungan paling ·lama l (satu) tahun dan atau.)_.,.,_:• 
denda paling hanyak 2 (dua). kali jumlah pajak 

., yang terhutang 

·. 
' 

·: .·.. '':;.:·..:~;~···: \t-~ft;;}:~·..: 
:-'' 

',:.\. -~- 1 ' •• 

••~ :. \. ! •· • 

• • ~ '.J_" 

.·. 1 

·, 
~-

. 
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(2) 	~ajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampai­
kan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau 
tidak lengkap atau mel~mpirkan keterangan yang 
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 
(empat) kali j umlah pajak yang terhutang. 

Pasal 31 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 
~0 ayat (1) dan (2) tidak di tuntut setelah mel_ampaui 
jangka ~aktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang­
nya pajak a~au be r akhirnya Masa . Pajak atau berakhir­
nya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak .. 

BAB XV 
P E N Y I D I K A N 

Pas al 32 

(1) 	Pajabat Pega~ai Negeri Sipil tertentu 
rliling-kun~an Pemerintah Daerah diberi ~e~~o~ena·ng 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah sebagaimana . dimaksud · .dalam Undang­
unrlang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pi dana 

' . 

(?) 	~e~~o~enang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) 	adalah : 
a. 	Menerima, mencari~ mengumpulkan, dan meneliti ..o· ­ · keterangan atau laporan berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang- perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas ; 

b. 	Meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
keterangan mengena.i orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan 
tersebut ; 

c. 	Meminta keterangan dan bahan· bukti dari orang 
pribad j atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana di b i dang .perpajakan daerah ; 

d. 	Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di b i dang perpajakan daerah ; 

e. 	Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen-dokumen lain~ serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

' / . 

.. 
. '.· ·.. 

.. - . .... 
.' ~ 

:~·z~ . · · ..•. • .•..5.~ · · 
' . ~. ' .. 	 -.- , . ~ li;ilt;. - ~ 
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f. 	Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas · penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah ; 

g. 	Menyuruh berhenti, melarang . seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedarig berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana yang dimaksud pada huruf e 

h. 	Memotret · seseorang yang berkaitan dengan. 
tindak pidana perpajakan daerah ; 

i. MemaQgg'l ora~g untuk dideng•r keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau sa~si ; 

j. Menghentikan penyidikan ; 
k. 	 Melakukan tindakan lain yang .perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah 

1 
menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan.0 
(3) 	Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mem~ritahukan dimulainya penyidikan dan 
penyampaian hasil penyidi~an kepada Penuntut. 
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-unda.ng Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. ' · 

BAB XVl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

0 
Pelaksanaan Per~turan Daerah ini ditetapkan 

oleh Kepala Daerah ~ · 

· Pasal 34 

Hal-hal yang _, belum diatur da.Iam Peraturan 
' · Oaerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 

diatur lebih Janjut oleh Kepala Daerah_ · 

Pasal 35 

Peraturan Daerah i ni mtHai berlaku pada 
tanggal diunda~gkan. 

.. 

.: ....... 


)'- .. ~· ... ' . 
.\ ·; )'., 

>,· ·. 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memeri ntahkan pengundangan Peraturan Oaerah i ni 
dengan penempatan . dalam Lembaran Oaerah Kabupaten 
Oaerah Tingkat II Sidoarjo. 

Oitetapkan _di S I 0 0 A R J 0 

pada tanggal 24 januari 1998 

OFWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH BUPATI KEPALA OAERAH 

KARlJPATEN OAF:RAH TINGKAT II SIOOAR.JO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

K e t u a . SID 0 A R J o · 
ttd ttd 

Drs. H. SOETOMO, Msi. H ~ S 0 E D J I T 0 

Disahkan dangan Keputusan Menteri Oalam Negeri tanggal 29 .Juli 

1998 Nomor 973_35-612. 

MENTER! DALAM NEGERI 

ttd 

SYARNAN HAMID 

Oiundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sidoarjn pada tanggal 15 Agustus 1998 Nomor 2 tahun 1998 Seri A. 

A. 	 n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ·II 
- . 

S I 0 0 A R J 0 

Sekretaris Wilayah/Daerah 

ttd 

f SOENJOTO, SH 

Pembina 	Utama Muda 

NIP 010068733 

SALINAN SESUAI 	 ASL I NYA 
. j 

., 

·. 

NIP 010057923 

.. ~ \ 
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·, 
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P E N J E L A S A N 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 


NOMOR 2 TAHUN 1998 


TENTANG 


PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 


I . ' PEN.lELASAN lJMUM 

Bahwa dengan telah ditP.tapkannya Undang-undang Nomor 18 

tahun 1997 t~ntang Pajak Daerah .dan Retribusi Daerali, Pajak 

Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran. Bahwa 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TI- Sidoarjo Nomor 10 

,• 	
t.ahun 19RC} t,ent.ang Pajak Pembangunan T perlu disesuaikan dan. 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN· PASAL OEMI PASAL 

Pasal 1 s/d 37 cukup jelas. 
' ' 

• 
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